
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWT SELATAN

NOMOR Ja TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KER.IA PADA REFORMASI BIROKRASI

LIITGKT'P PEUERIITTAH DA.ERAH I(ABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian

pada sistem kerja atas peraturan tersebut;

b. bahwa penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi

yang dinamis, lincah, dan profesional diperlukan mekanisme

ke{a dan proses bisnis antara Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas,

Jabatan Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah

Daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun

2022 tenlang Sistem Ke{a Pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birolcrasi, perlu melakukan penyesuaian

sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur

organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam

jabatan fungsional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati I(onawe Selatan tentang Sistem Ke{a pada

Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatal di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- Undalgan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 743, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 2O2, Tamba}:an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 20 lO-2O25;

11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional Periode Tahr:lr 2O2O-2O24;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
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15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja

Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18l);

17. Peraturan Daera-h Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatal Tahun 2016 Nomor S)sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 ter.tang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2O2l

tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN)

Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 106 Tahwr, 2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Nomor 106);

20. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2O23

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor 14 Tahun 2O2l Tertar,'g Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O-

2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O23

Nomor 39).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan SISTEM KERJA PADA REFORMASI BIROKRASI LINGKUP

PEMERINTAH DAERAII I(ABUPATET{ KOT{AWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sistem Ke{a adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk

suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme

ke{a dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan

memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yarrg

menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian

dan/ atau keterampilan.

4. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstmktur yang menggambarkan

hubungan kerja yang efektif dan elisian antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi.

5. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk
mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan

efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan

jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

6. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit

organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk
mengurangi tingkatan unit organisasi.

7. Penugasan adalah penunjukkan atau pengajuan sukarela Pejabat

Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Kepala

Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam periode waktu tertentu sesuai dengan

kompetensi, keahilan dan/ atau keterampilan.

8. Pemilik Kinerja adalah Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja selaku

pemilik outcome f outcom.e anlara/ output.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe{anjian kerja yang

bekerja pada Pemerintah Daerah.

10. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
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11. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.

12. Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.

13. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling

rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian

kewenangan.

14. Tim Ke{a adalah kelompok ke{a pelaksana tugas dan fungsi Perangkat

Daerah/ Unit Kerja yang terdiri dari Ketua Tim Ke{a dan Anggota Tim Kerja.

15. Ketua Tim Ke{a adalah Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana yang

ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakal mekanisme koordinasi dan

pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas.

16. Anggota Tim Ke{a adalah kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau

Pelaksana.

17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

18. Kepala Perangkat Daerahl Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah/ Unit
Ke{a di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

19. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

21. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 2

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Ke{a.

Pasal 3

Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi meliputi:

a. Mekanisme Kerja; dan

b. Proses Bisnis.
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BAE} II

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip:

a. orientasi pada hasil;

b. kompetensi;

c. profesionalisme;

d. kolaboratif;

e. transparansi; dan

f. akuntabel.

Pasal 5

Mekanisme Kerja pada Perangkat Daerah/ Unit Ke{a mengacu pada pedoman

teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Mekanisme Kerja terdiri atas :

a. kedudukan;

b. penugasan;

c. pelaksanaan tugas;

d. pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan kineda; dan

f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

(1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Penilai Kine{a.

(2) Penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat

berdasarkan susun€rn organisasi dan/atau peta jabatan

Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

dan

(1)

setiap
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Bagian Ketiga

Penugasan

Pasal 8

(1) Penugasan Pejabat Fungsiona.l dan/atau Pelaksana dilakukan dalam

tahapan perencanaan.

(2) Tahapan perenczrnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. penyusunan dan penetapan pedanjian kinerja;

b. perumusan strategi pencapaian target kinerja; dan

c. penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelalsana.

(3) Dalam hal diperlukan, Pejabat Fungsional dan/ atau Pelaksana dapat diberikan

tugas tambahan berdasarkan kompetensi dan beban kerja.

(4) Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayal (21 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pen:ndang-

undangan.

(5) Perumusan strategi pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b dirumuskan oleh Kepala Perangkat Daerah I Unit Keq'a Pemilik

Kinerja.

(6) Penugasan Pejabat F\rngsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayal (21 huruf c diberikan secara:

a. individu; dan/atau b.

Tim Kerja.

Pasal 9

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (6) dengan cara:

a. penunjukan; dan/ atau

b. pengajuan sukarela.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat

Penilai Kinerja dan/atau Kepala Perangkat Daerch / Unit Kerja untuk

melaksanakan kine{ a tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar

permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk

melaksanakan kinerja tertentu.



Pasal 10

(1) Penunjukan sebagaimana dimatsud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a

dilakukan:

a. Dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja;

b. Lintas Perangkat Daerah I Unit Kerja; atau c.

Lintas instansi pemerintah.

(2) Penunjukan di dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala

Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan keputusan Kepala Perangkat

Daerah / Unit Kerja.

(3) Penunjukkan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat
permohonan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemilik Kinerja kepada

Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dituju.

(4) Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dituju sebega imana

dimaksud pada ayat (3) memberikan surat penugasan kepada Pejabat

Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakal kinerja sesuai surat

permohonan Perangkat Daerah/Unit Keda Pemilik Kinerja.

(5) Penunjukan lintas Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada

Pimpinan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan

perundang- undangan.

(6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) minimal

memuat:

a. Maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan

Pelaksana;

b. Kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

c. Ekspektasi/target kinerja dari Pejabat F"ungsional dan Pelaksana yang akan

ditugaskan; dan

d. Jangka waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 11

(1) Pengajuan sukarel,a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b

dilakukan:

a. Dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja; atau

b. Lintas Perangkat Daerah/ Unit Ke{a.

(2) Pengajuan sukarela di dalam Perangkat Daerah/ Unit Kefa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui

tahapan:
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a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan secara lisan untuk
dapat terlibat sebagai individu atau anggota Tim Kerja dalam pelaksanaan

kinerja tertentu kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja; dan

b. Apabila Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja menyetujui, maka Kepala

Perangkat Daerah / Unit Kerja memberikan surat penugasan kepada Pejabat

Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tersebut.

(3) Pengajuan sukarela lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan surat pengajuan untuk

dapat dilibatkan sebagai anggota Tim Kerja dalam pelaksanaan kinerja

kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemilik Kinerja atas

persetujuan Kepala Perangkat Daerah I Unit Kerja bersangkutan; dan

b. Apabila pengajuan disetujui, maka Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja

memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana

untuk melaksanakan kinerja yang berada di Perangkat Daerah/ Unit Kerja

Pemilik Kinefa.

Pasal 12

(1) Penugasan individu dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan/ atau

Pelaksana secara mandiri.

(2) Penugasan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (U dengan

mempertimbangkan:

a. kompetensi;

b. keahlian; dan/ atau

c. keterampilan.

(3) Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan surat penugasan dan/ atau bukrti penugasan tertulis yang

berbentuk fisik atau elektronik.

Pasal 13

(1) Penugasan Tim Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan/atau

Pelaksana secara kelompok dan terstruktur.

(2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Kepala

Perangkat Daerah I Unit Kerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan

target kinerja organisasi.

(3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayal (21 terdiri atas:

a. Ketua Tim Kerja; dan

b. Anggota Tim Kerja:

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Perangkat

Daerah/ Unit Kerja yang tidak dilakukan Penyederhanaan Strukur Organisasi

berasal dari Pejabat Pengawas sesuai tugas dan fungsi.
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(5) Ketua Tim Ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Perangkat

Daerah/ Unit Kerja yang telah dilakukal Penyederhanaan Struktur Organisasi

berasal dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk dengan

mempertimbangkan:

a. Kompetensi;

b. Keahlian; dan/ atau c.

Keterampilan.

(6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Kerja lintas Perangkat Daerah/ Unit Keq'a

atau Instansi Pemerintah, Ketua Tim Kerja berasal dari Perangkat Daerah/

Unit Kerja Pemilik Kinerja.

(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan

Keputusal Kepala Perangkat Daera,h/ Unit Kerja.

Bagian Keempat

Pelaksanaan T\.rgas

Pasal 14

(1) Pelaksanaan tugas dilakukan dalam Tim Keq'a atau individu.

(2) Pelaksanaan tugas secara Tim Kerja atau individu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pada:

a. Arahan dan strategi Kepala Perangkat Daerah/ Unit Keq'a;

b. Target pencapaian kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja; dan

c. Keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat Fungsional

atau Pelaksana lain dalam Perangkat Daerah / Unit Kerja.

(3) Tahapan pelaksanaan tugas sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan;

b. Pembagian peran pelaksanaan tugas dalam Tim Ke{a;

c. Pelaksanaan kegiatan; dan

d. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Da-lam pelaksanaan tugas secara individu, Pejabat Fungsional atau Pelaksana

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, fungsi, dal kinerja Perangkat Daera}l /
Unit Ke{a.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan tugas secErra Tim Kerja, dilakukan dengan pembagian

tanggungjawab.
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(2) Pembagian tanggung jawab sebagaimala dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Keda;

b. Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;

c. Ketua Tim Kerja; dan

d. Anggota Tim Ke{a.

(3) Tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja PemiJik Kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Men5rusun dan menetapkan rencana kegiatan;

b. Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;

c. Memberikan arahan terpadu dan masukan perbaikan atas

pelaksalaan kegiatan;

d. Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaal tugas antar unit
organisasi; dan

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

(4) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja bagr Pejabat Fungsional

dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. MenJrusun dan menentukan rencana kerja organisasi;

b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan

strategi dan tujuan organisasi;

c. Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan

sumberdaya yang optimal;

d. Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan

fungsi antar tim atau individu.

(5) Tanggung jawab Ketua Tim Ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf c meliputi:

a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,

dan/ atau keterampilan;

c. Melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaurn;

d. Memberikan masukan perbaikan berkala kepada anggota tim;

e. Melaporkan hasil kineda anggota tim kepada pejabat penilai kinerja

sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan

Pelaksana; dan

f. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas a:ttat

anggota tim.

(6) Tanggung jawab Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:
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a. Menyusun rencana ke{a individu;

b. Melaksanakan kine{a sesuai ekspektasi Ketua Tim Kerja; dan

c. Melaporkan hasil kinerja kepada Ketua Tim Kerja.

Pasal 17

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas individu atau Tim Kerja

dilakukan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas.

(21 Pelaporan pelaksanaan tugas secara individu dilaksanakan oleh Pejabat

Fungsional atau Pelaksana secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja.

(3) Pelaporan pelaksanaan tugas secara Tim Kerja dilaksanakan melalui tahapan:

a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja; dan

b. Ketua Tim Kerja selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja

kepada Pejabat Penilai Kinerja.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kinerja

Pasal 18

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kehduh

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

Perangkat Daerah I Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi

memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagran Kelima

Pertanggunglawaban Pelaksanaan T\rgas



j
-14-

BAB III

PROSES BISNIS

Pasal 2O

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah

untuk menggambarkan hubungan ke{a yang efektif dan elisien antar

unit organisasi.

(2) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dan pengembangan Proses

Bisnis untuk Penyesuaian Sistem Kerja.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi

dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.

(4) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Keda dengan pendampingan

dari Unit Ke{a yang mengarnpu ketugasan di bidang organisasi.

(5) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perangkat Daerah/ Unit Ke{a harus menyusun dan memiliki Proses Bisnis

berdasarkan sistem kerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang

dimiliki sebagai acuan dalam menggambarkan hubungan kerja yang efektif

dan efisien antar unit organisasi.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasaJ22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SEI-ATAN

NOMOR .SA TAHUN 2023

TENTANG SISTEM KERJA PADA

REFORMASI BIROKRASI LINGKUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KONA\I/E SELATAN

SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH

UNTUK PEI{YEDERHANAAN BIROKRASI

BAB I
PENDAHULUAN

l Latar Belakang

Penyederhanaan Birokrasi merupakal bagian dari program prioritas kerja

Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan

pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkal

dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O - 2024. Penyederhanaan

Birokrasi tidak hanya menghapus stmktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat

Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, nEunun juga dilakukan melalui

perubahan sistem keia. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan

kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja

yang semula berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambarnya

pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan

dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada keda

tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan

digital. Dukungan tata kelola pemerintahal tersebut ditujukan untuk

mempercepat pengambilan keputusan yang pada alhirnya akan bermuara pada

pencapaian kinerja bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 .



Sitt m K.rio
Koloborotit d.rn Dinomi.SiiLm X.ri. frodi.ionol

(Hiorulti)

I

o
o
o

a
olo

o
aooo

oo

o
ooo

ir-,.^j
t ll)

/ -l-r -l--1 r-l-r r+-l
tttr

rtt ilr tii tii

Dukungad SPBE

Gambar 1. Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama

Selanjutnya, implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui

tiga tahapan yaitu penyederhanaaa strui<tur orgaaisasi, penyetaraan jabatal,
dan penyesuaian sistem kerja. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja

dilakukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan

memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan

berbasis elektronik merupalan dukungan penting yang akan mendorong

pencapaian transformasi yang dilakukan.

Pada akhirnya, penyesuaian sistem kerja tersebut mendorong

terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yang

mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi" Dalam

mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi

antar dan intra unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas

output yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut,

Pejabat F\ngsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit

organisasi maupun antar unit organisasi, sebagaimana diilustrasikan pada

Gambar 2.
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Gambar 2. Mekanisme Kerja yang lincah dan flexibel

Sistem ke{a setelah penyederhanaan birokrasi selain berorientasi pada

hasil juga harus tetap memperhatikan proses. Atas proses-proses yang dinilai

menghambat pencapaian hasil diperlukzrn rekayasa ulang. Setiap pegawai

didalam sistem kerja tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk
beradaptasi dan cekatan dalam menanggapi permasalahan baik dari internal

maupun extemal organisasi. Penjelasan lebih rinci mengenai sistem kerja pada

Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi disampaikan

sebagaimana tertuang pada sistematika pedoman.

2. Sistematika Pedoman

Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

Birokrasi ini disusun dalam tiga bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang serta sistematika pedoman.

2. Bab II Penyesuaian Sistem Ke{a pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaal Birokrasi yang memuat mekanisme keda yaitu

penyesuaian kedudukan, penugasan, dan pertanggungiawaban

pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana, .

3, Bab III Penutup, memuat ringkasan Pedoman Sistem Keqia pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dukungan Sistem Pemerintahan Eerbasis Elektronik

.1-..1.



BAB II
PEITYESUAJAIT SISTEM XER^'A PAI'A IITSTAI{SI PEIIERIIYTAH

I'If TIIK PENYEDERHANAAN BIROXRASI

Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dilakukan setelah

penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan guna

mewujudkan organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah. Penyesuaian

sistem kerja dimaksud meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses

bisnis.

A. Mekanismc Kerja

Mekanisme kerja adalah proses dan cara keia orgarrisasi yang

menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara

dalam instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu sistem dengan

mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan

penyederhanaal birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur
dan tim ke{a yang terdiri dari keiompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau

pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan

dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas yang

dilalsanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim.

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit organisasi masih

dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur. Pengecualian

ini dilakukan pada unit organisasi dengan kriteria sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Stnrktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Mekanisme ke{a paska penyederhanaan struktur organisasi

disesuaikan dengan strategi dari Pejabat lrvel 1 dan/ atau Pejabat l*vel 2.

Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata

kelola dan sumber daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi dal
sinergitas pelaksanaan tugas yang ada. Adapun mekanisme kerja paska

penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:



i. Tahapal Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kine{a
organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai

tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. Kegiatan yang

dilaksalakan pada tahapan perencanaan di antaranya:

a. Penyrrsunan dan penetapan pe{anjian kinerl'a, perumusan strategi

pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan

pelalsana di bawah koordinasi Pejabat l*vel 2 oleh Pejabat kvel 1.

b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaiaa target kine{a oleh

Pejabat l*vel 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam

bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelalsala lintas unit serta kebutuhan atas

Ketua Tim.

c. Pen5msunan rencana pelaksanaan kegiatan dal anggaran untuk
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

ii. TahapanPelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan

anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagran peran dan

pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

b. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas

pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat l*vel 2 dan/atau Ketua Tim.

c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2.

iii. Tahapan Evaluasi

Tahapal Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelalsalaan

kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatal yang dilakukan

pada tahapan evaluasi adalah reviu atas hasil peiaksanaan tugas Tim

Kerja atau individu oleh Pejabat l*vel 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan

kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat level 1 menerima hasil

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang

diharapkan.

Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan dalam

gambar 3.
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Gambar 3. Alur Pelaksanaan Tugas Dalam Mekanisme Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokras.i
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B. Penyesuaian yang Diperlukan untuk Mendutuag MeLarrisme KerJa

Pelaksanaan tugas dalam mekalisme keq'a pada Instansi Pemerintah

untuk penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa penyesuaian, di

antaranya:

1. Penentuan Kedudukal Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan

bertanggunglawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat Penilai Kinerja

merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan pelaksana

dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatal pengawas atau
jabatan lain yarrg diberi pendelegasian wewenang.

2. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksala

Pejabat Fungsional dan pelalsana dapat ditugaskan secara individu atau

tim ke{a untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi.

Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat

Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu

unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penugasan tersebut, dapat berupa penugaszrn langsung atau

pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit Organisasi. Penugasan dapat

dilakukan dalam unit organisasi atau antar unit organisasi.

3. Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Penyesuaian dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Pejabat

Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan dalam tim ke{a atau individu.

Tim kerja dapat terdiri dari satu jenis atau lebih Jabatan Fungsional dan

pelaksana. Di dalam tim ke{a dapat ditunjuk seorang Ketua Tim.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai

Kinerja maupun Pimpinan Unit Organisasi.

Penjelasal terperinci mekalisme kerja pada Instansi Pemerintal

untuk penyederhalaan birokrasi adalah sebagai berikut:

1. KeduduAan

Kedudukan merupakan penempatan posisi pegawai Aparatur Sipil Negara

dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggung

jawab jabatan. Dengan penyesuaian sistem kerja perlu diberikan pedoman

mengenai kedudukan Pejabat Fungsional dal Pelaksana dalam unit



organisasi pada Instansi Pemerintah. Kedudukan Pejabat Fungsional dan

pelaksana ditentukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau

keterampilan yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kine{a unit

organisasi.

Adapun kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam unit
organisasi pada Instansi Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana dalam struktur organisasi Instansi

Pemerintah dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung,

yang tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja masing-

masing Instansi Pemerintah.

b. Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat

merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat

Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penetapal kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan

melalui proses perencanaan dal dengan mempertimbangkaa rentang

kendali dan beban tugas organisasi.

d. Penetapan kedudukal Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam suatu

unit organisasi pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian.

Penggambaran kedudukaa Pejabat Fungsional dan pelaksana pada unit

organisasi terbagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

f ) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kine{a

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

b. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kine4'a

2) Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kine{a

dengan tidak memiliki Pejabat Administrator



c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

l) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak
memiliki Pejabat Pengawas

d. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas

e. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

f. Unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level struktur

g. Unit Organisasi Sekretariat Daerah pada Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten

1) Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kineq'a

2) Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kineda

3) Kepala Bagran (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten)

sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Adapun penjelasan terperinci dari masing-masing unit organisasi adalah

sebagai berikut:

a, Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

i. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kineq'a

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 4. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan finggi Madya

dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai

Kineq'a.

PEIABAT PIMPINAN
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IINGGIPRATAMA

PE]A8AT PIMPINAN
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Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah:

a) organisasi pada kementerian yang dipimpin oteh Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya yang berperan sebagai pejabat penilai

kinerja;

b) organisasi pada lembaga pemerintah nonkementerian yang

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan

sebagai pejabat penilai kinerja;;

c) organisasi pada lembaga setingkat kementerian yang dipimpin

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan sebagai

pejabat penilai kinerja;;

d) organisasi kesekretariatan pada lembaga negara yang dipimpin

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan sebagai

pejabat penilai kine{a; dan

e) organisasi kesekretariatan pada lembaga non struktural yang

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan

sebagai pejabat penilai kinerja.
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Gambar 5. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinar Tinggi Pratarna

dengan Pejabat Pirnpinan Tinggi Fratama pada pejabat level 2 sebagai Pejabat

Penilai Kine{a

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

PEIABAT PIMPINAN

TIN66IMADYA

PEJABAT PTMPINAN

TINGGIPRATAMA

ii. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kine4'a

PEIABAT PIMPINAN

TINGGI PRATAMA



sebagai Pejabat Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai

Kineq'a.

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah:

a) organisasi pada Kementerian dan Instansi Pemerintah yang

memiliki rentang kendali yang terlalu luas dapat menempatkan

Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di

bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

b) unit ke{a mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal)

yang rentang kendali yang terlalu luas dan beban tugas

organisasi yang besar dapat menempatkan Pejabat Fungsional

dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama.

b. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

I

KEI.OMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 6. Organisasi yarg dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada strulctur di atas maka Kelompok JF dan Pelalsana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai

Kinerja.
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Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah:

a) organisasi pada kementerian yang dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang berperan sebagai pejabat penilai

kine{a;

b) organisasi pada lembaga pemerintah nonkementerian yang

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berperan

sebagai pejabat penilai kinerja;

c) organisasi kesekretariatan pada lembaga non strulrhrral yang

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berperan

sebagai pejabat penilai kinerja;

d) Organisasi pada dinas daerah kabupaten/kota, badan daerah

kabupaten/kota, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota yang

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Fratama yang berperan

sebagai pejabat penilai kinerja; dan

e) unit kerja mandiri (instarsi vertikal atau unit pelaksana teknis)

yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

berperan sebagai pejabat penilai kinerl'a.

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KELOMPOK JF OAN
PELAKSANA

KELOMPOK JF OAN
PELAKSANA

Garnbar 7. Organisasi yalg dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Administrator

PEIAEAT PIMPINAN

TINGGIPRATAMA

PEIABAT
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PEIABAf

ADMINISTRATOR



sebagai Pejabat Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai

Kinerja.

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambara-n seperti

ini adalah:

Unit keq'a mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal)

yang rentang kendali yang terlalu luas dan beban tugas organisasi

yang besar dapat menempatkan Pejabat Fungsional dal pelaksana

untuk berkedudukan di bawah Pejabat Administrator.

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja

dengan tidak memiliki Pejabat Administrator

Gambar 8. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan tidal
memiliki Pejabat Administrator

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai

Kinerja.

Contoh orgarrisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah

a) Inspektorat Kementerian yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang langsung membawahi Pejabat Fungsional

Auditor tanpa memiliki Pejabat Administrator di bawahnya; dan

b) Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal)

yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

PE'ABAT PIMPINAN
TING6IPRATAMA

KEI.OMPOKJF DAN
PELAKSANA

I



Iangsung membawahi Pejabat Fungsional tanpa memiliki

Pejabat Administrator di bawahnya.

c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

1) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kine{a

KELOMPOKJF DAN
PELAKSANA

Garnbar 9. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Admirfstrator dengan

Pejabat Admirristrator sebagai Pejabat Penilai Kine{a

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai

Pejabat kvel I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah:

a) Unit ke{a mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal)

yang dipimpin oleh Pejabat Administrator yang berperan sebaqai

pejabat penilai kinerja; dan

b) Organisasi pada Kecamatan dengan dengan Pejabat Penilai

Kinerja ada1ah Camat.

PTIABA]
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2) Pejabat Pengawas sebaqai Pejabat Penilai Kinerja

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 10. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator dengan

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat

Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kineda

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah:

Unit keq'a mandiri (Unit peiaksana teknis atau instansi vertikal)

yang rentang kendali yang terlalu luas dan bebal tugas organisasi

yang besar dapat menempatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana

untuk berkedudukan di bawah Pejabat Administrator.

3) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak

memiliki Pejabat Pengawas

Gambar 1 1. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator dengan

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan tidak memiliki Pejabat

Pengawas
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Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelalsana

berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai

Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti

ini adalah:

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal)

yang dipimpin oleh Pejabat Administrator yang langsung

membawahi Pejabat Fungsional tanpa memiliki Pejabat Pengawas

di bawahnya.

d. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas

Gambar 12. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas dengan Pejabat

Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan

berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level I yang

berperan selaku Pejabat Penilai Kine4'a

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti ini

adalah:

1) Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instaasi vertikal)

yang dipirnpin oleh Pejabat Pengawas yang langsung membawahi

Pejabat Fungsional; dan

2) Organisasi pada Kelurahan dengan dengan Pejabat Penilai Kinerja

adalah Lurah.

PE]ASAT PTNGAWAS
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e. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

Gambar 13. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dengan Pejabat

Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada strulrhrr di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan

berada di bawah Pejabat Fungsional sebagai pimpinan unit organisasi

yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti ini
adalah:

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis) yang dipimpin oleh Pejabat

Fungsional yang diangkat untuk memimpin unit kerja mandiri yang

langsung membawahi Pejabat Fungsional.

f. Unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level struktur.

Instruksi penyederhanaan birokrasi ada.lah menyisakan dua level

stmktur, yang artinya unit organisasi yarrg masih memiliki lebih dari

dua level strulrhrr dikarenakan adanya pengecualian atau sementara

waktu belum dapat disederhanakan. Atas unit organisasi tersebut

bilamana kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana ditempatkan

di bawah pejabat level I atau pejabat level 2 maka pejabat level 3

dan/atau pejabat level 4 menjadi pelaksana koordinasi pelaksanaan

tugas Pejabat F\:.ngsional dan pelaksana seperti ketua tim.

PT,,ABAT

FUNGSIONAT
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g. Unit Organisasi Sekretariat Daerah pada Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten

1) Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

XELOMPOXJT OAN
PEIAXSAi{ 

Gambar 14. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada strulrtur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

berkedudukan berada di bawah Sekretaris Daerah yang berperan

selaku Pejabat Penilai Kinerja.

2) Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kine4'a

KELOMPOKJFOAN
PEIAl<SANA

l(ETOMAOKJTDAlt
PEIAXSA'TA

Gambar 15. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Asisten

Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Pada struklur di atas maka Kelompok JF dan pelaksana

berkedudukan berada di bawah Asisten Daerah yang berperan
selaku Pejabat Penilai Kinerja.

3) Kepala Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten)

sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Gambar 16. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala

Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten) sebagai Pejabat Penilai

Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelalsana

berkedudukan berada di bawah Kepala Bagian yang berperan

selaku Pejabat Penilai Kinerja.

2. Pcnugasan

Atas usulan dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja

menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu

pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi. Penugasan tersebut

dilakukan setelah penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan

pelaksana.

Penugasan tersebut dilakukan baik dalam unit organisasi atau lintas unit

organisasi. Apabila diperlukan, penugasan dapat dilakukan lintas instansi

pemerintah. Pejabat Fungsional dan/ atau pelaksana tersebut diberikan

surat penugasan dan/atau bukti penugasan tertulis lainnya yang

berbentuk frsik ataupun elektronik.
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Adapun penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam unit
organisasi pada Instansi Pemerintah dapat dijeiaskan sebaqai berikut:

a. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan oleh Pejabat

Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi baik secara individu

ataupun dalam tim kerja dengan mempertimbangkan kompetensi,

keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme,

kompetensi, dan kolaborasi;

b. Pimpinan Unit Organisasi dapat merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya, Pejabat Pimpinal Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,

Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat

melibatkan I (satu) atau lebih jenis Jabatan;

d. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan

tugas di bawah Pimpinan Unit Orgarisasi ditetapkan oleh Pejabat

Penilai Kinerja bersangkutan atas usulan dari Pimpinan Unit

Organisasi;

e. Seperli halnya kedudukan, penugasan Pejabat Fungsional dan

pelaksala dilakukan melalui proses perencanaal berdasarkan beban

kerja; dan

f. Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan

tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau

tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Pola penugasan dapat digambarkan dengan struktur penugasan. Atas

pertimbangan tertentu, Pimpinan Unit Organisasi dapat pula berperal

sekaligus sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Beberapa contoh penggambaran

struktur penugasan da-lam satu unit organisasi adalah sebagai berikut:



a. Strulrtur penugasan pada urrit organisasi dengal dua level struktur,
dengan Pejabat level I sebagai Pejabat Penilai Kineg'a dan pejabat 1evel

II sebagai Pimpinan Unit Organisasi

PEJABAT PENILAI

KINERJA

PIMPINAN
UNIT

ORGANISASI

PIMPINAN
UNIT

ORGANISASI

KELOMPOKJF DAN
PELAKSANA

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

Gambar 17. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level

struktur, dengan Pejabat lwel I sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat level II

sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai berikut:

- Pejabat Level I akan menetapkan kinerja Pejabat kvel II

- Penilaian kine{a JF dan pelaksaaa dilakuka-n oleh pejabat level I

selaku Pejabat Penilai Kine{a

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari

Pejabat level II selaku pimpinan unit organisasi.

Strulrhrr penugasan dengan kondisi di atas diterapkal pada beberapa

unit organisasi di antaranya adalah:

1) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Organisasi dengan 2I*vel
Struktur, JPT Madya sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan JPT

Pratama sebagai Pimpinan Unit Organisasi).

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk

unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaral Alur Mekanisme Kerja angka 1.

2) Mekanisme Ke{a pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengal 2 kvel



Struktur, JPT Pratama sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan pejabat

Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme keg'a untuk
unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Kerja angka 3.

3) Mekanisme Ke{a pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh

Jabatan Administrator Unit Organisasi dengan 2 Level Strulrtur,
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat

Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi).

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja unh:k
unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Ke4'a angka 6.

b. Struktur penugas€rn pada unit organisasi dengan dua level struktLrr,

dengan Pejabat l,evei II sebagai Pejabat Penilai Kine{a sekaligus

sebagai Pimpinan Unit Organisasi
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Gambar 18. Stn:ktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level

stn:ktur, dengan Pejabat level tr sebagai Pejabat Penilai Kineia sekaligus sebagai

Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai berikut:

- Pejabat trvel I akan menetapkan kinerja Pejabat kvel II

- Pejabat Level II akarr memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

- Pejabat Level II berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus

selaku pimpinan unit organisasi.



Strulrtur penugas€rn dengan kondisi di atas diterapkan pada beberapa

unit organisasi di antaranya adalah:

l) Mekanisme Ke4'a pada Unit Organisasi yalrg Dipimpin oleh Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya (Unit Organisasi dengan 2 l,evel Stmktur,
JPT Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit

Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja unhrk

unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Kerja ang)<a 2.

2) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 level Strulrtur,

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan

Unit Organisasi)

Iiustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk

unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Kerja angka 4.

c. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan satu level struktur
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Gambar 19. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan satu level

struktur

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai berikut:

- Pejabat Level I akan memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana'

- Pejabat kvel I berperan seiaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus

selaku pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasErn dengan kondisi di atas diterapkan pada beberapa

unit organisasi di antaranya adalah:



1) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 1 level Struktur,
JPT Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk
unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaral Alur Mekalisme Kerja angka 5.

2) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Administrator (Unit Organisasi dengan 1 level Struktur, Pejabat

Administrator sebagai Pejabat Penilai Kine4'a dan Pimpinan Unit

Organisasi)

Ilustrasi alur pelalsanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk

unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Ke{a angka 7.

3) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pengawas (Unit Organisasi dengan I lrvel Struktur, Pejabat

Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Pimpinan Unit

Organisasi)

Ilustrasi aiur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk

unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Kerja algka 8.

4) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Fungsional (Unit Organisasi dengan I kvel Struktur, Pejabat

Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Fimpinan Unit

Organisasi)

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk

unit organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh

Penggambaran Alur Mekanisme Kerja angka 9.



d. Strukbur penugasErn pada sekretariat daerah, dengan Sekretaris

Daerah sebagai Pejabat Penilai Kineq'a dan Asisten Daerah sebagai

Pimpinan Unit Organisasi
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Gambar 20. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Sekretaris

Daera-h sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit

Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai berikut:

- Sekretaris Daerah akan menetapkan kinerja Asisten Daerah.

- Penilaian kinerja JF dan pelalsala dilakukan oleh Sekretaris

Daerah selaku Pejabat Penilai Kine{a

- Pejabat F\:ngsional dan pelaksana menerima penugasan dari

Asisten Daerah selaku pimpinan unit organisasi.

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja unhrk unit

organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja algka 10.
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e. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Asisten Daerah

sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan

Unit Organisasi

Kab/xota lpl Prar.m.ua)
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Gambar 2l . Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Asisten
p"gvah 5sbagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan

Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai berikut:

- Asisten Daerah akan menetapkan kinerja Kepala Bagrarl.

- Penilaian kine{a JF dan pelaksa-na dilakukan oleh Asisten Daerah

selaku Pejabat Penilai Kinerja

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari Kepala

Bagan selaku pimpinan unit organisasi.

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme keda untuk unit

organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Kerja angka I I .

I



f. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Kepala Bagian

sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Pimpinan Unit Orgalisasi
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Gambar 22. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Kepala Bagian

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi

Dalam strukhrr penugasan di atas, akan berlaku beberapa ketentuan

sebagai berikut:

- Asisten Daerah akan menetapkan kinerja Kepala Bagian.

- Kepala Bagan akan memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bag, Pejabat Fungsional dan

pelaksana.

- Kepala Bagian berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus

selaku pimpinan unit organisasi.

Ilustrasi alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja untuk unit

organisasi ini disampaikan pada subbab Contoh Penggambaran Alur

Mekanisme Ke{a angka 12.

Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksala yang tergambarkan dalam

strulirtur penugasan merupakan sekumpulan tim kerja dan/ atau individu

yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai tujuan

dan kineda organisasi. Penugasan dalam tim kerja dan/ atau individu oleh

Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana

tersebut merupakan strategi dari Pimpinan Unit Organisasi dalam

mencapai kine{anya.



Penugasan Pejabat Fungsional dan pelalsana baik secara individu atau

dalam tim keq'a dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Penunjukan

Penunjukan merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional dal
pelaksana langsung dari Pejabat Penilai Kinerja dan/ atau Pimpinan

Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu. Penunjukan

dapat dilakukan di dalam unit organisasi atau lintas unit organisasi.

Namun demikian, jika dipandang perlu, penugasan baik secara

individu maupun tim ke{a dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan

pelaksana yang berasal dari lintas instansi.

1) Mekalisme penunjukan di dalam unit organisasi

Penunjukan Pejabat F\ngsional dan pelaksana yang berada di

dalam unit organisasi yang sama dilakukan langsung oleh

Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan (ilustrasi pada Gambar

2sl.
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Gambar 23. Mekanisme penunjukan di dalam unit organisasr

2) Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat lintas

unit organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat

permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
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kepada Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat

Fungsional atau pelaksana dimaksud berada dengan tembusan

Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;

b) Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat

Fungsional atau pelaksana dimaksud berada, memproses dan

menjawab permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana tersebut;

c) Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau

pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatal Pejabat

Fungsional atau pelaksana, maka dengan rekomendasi dari

Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja dimana

Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada

men)rusun surat penugasan untuk menugaskan Pejabat

Fungsional atau pelaksana yang sesuai dengan kriteria yang

disampaikan pemohon di dalam surat permohonan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana; dan

d) Apabila Pejabat Penilai Kine{a dimana Pejabat Fungsional atau

pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja

dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada

menjawab surat permohonan pelibatan tersebut dengan alasan

mengapa tidak dapat menyetujui permohonan.

e) Pejabat Fungsional dan pelaksala menerima surat penugasan

untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (ilustrasi

pada Gambar 241.
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Gambar 24. Mekalisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi

3) Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instansi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat lintas

instansi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kine{a terlebih dahulu

mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional

atau pelaksana kepada Pejabat yang Berwenang dengan

tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

b) Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan

pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari instansi lain

maka kemudian Pejabat yang Berwenang tersebut

mengirimkan surat permohona-n pelibatan Pejabat Fungsional

atau pelaksana tersebut kepada Pejabat yang Berwenang

instansi yang dituju;

c) Apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang instansi yang

dituju, maka Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju

menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional

atau pelaksana untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau



pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan
di dalam surat permohonan pelibatan;

d) Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional

atau pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dengal rekomendasi

Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau

pelaksana berada menjawab ketersediaan Pajabat Fungsional

atau pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria yang

dibutuhkan di dalam surat pernohonan pelibatan;

e) Apabila tersedia maka dilakukal hal sebagai berikut:

- Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban

permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional

atau pelaksana yarrg ditugaskan kepada Pejabat yang

Berwenang. Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui

surat jawaban pefinohonan pelibatan beserta daftar Pejabat

Fungsional atau peiaksana yang ditugaskan, Pejabat yang

Berwenang mengirimkan surat jawaban pennohonan

kepada Pejabat yang Berwenang pemohon.

- Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh Pejabat

yang Berwenang, maka Pejabat Penilai Kinerja atau

Pimpinan Unit Organisasi yarrg dituju menugaskan Pejabat

Fungsional atau pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional

atau pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja sesuai

pelibatan tersebut.

- Berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka

Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat

penugasan dan/atau bukti penugaszrn secara tertulis untuk

kemudian disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau

pelalsana yang ditugaskan dengan tembusan Pejabat yang

Berwenang instansi bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja

bersangkutan, dan Pejabat yang Berwenang instansi

pemohon.

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat

penugas€rn untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab (ilustrasi pada Gambar 25).
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Gambar 25. Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instansi

Surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana pada

mekanisme penunjukan yarrg bersifat lintas unit organisasi atau lintas

instansi sebagaimana disebutkan di atas, paling sedikit memuat:

1) maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional

dal pelaksana;

2) kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

3) ekspelrtasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan pelaksana

yang akan ditugaskan; dan

4) durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana.

b. Pengajuan sukarela

Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional

atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional

atau pelaksana. Pengajuan sukarela bertujuan untuk memberikan

C

I



ruang peran alrtif bagi Pejabat Fungsional atau pelaksana unhrk dapat

membantu pelaksanaan kinerja organisasi yang sesuai dengan

kompetensi, keahlian dan/atau keterampilannya, namun belum

masuk ke dalam tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengajuan

sukarela hanya dapat dilakukan di dalam unit organisasi Pejabat

Fungsional bersangkutan dan lintas unit organisasi di dalam Instansi

Pemerintah bersangkutan.

Pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

l) Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organisasi

a) Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan

keinginannya secara lisan untuk dapat terlibat dalam

pelaksanaan kineg'a tertentu kepada Pimpinan Unit Organisasi;

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan

Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau

pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu tersebut.

c) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan

untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (ilustrasi

pada Gambar 26).
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Garnbar 26. Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organisasi

2) Mekalisme pengajuan sukarela yang bersifat lintas unit organisasi

a) Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat

permohonan untuk dapat ditibatkaa dalam pelaksanaan kinerja

kepada Pimpina-n Unit Organisasi dituju dengan tembusan
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Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi

bersangkutan;

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka

Pejabat Fungsional dan peiaksana menyampaikan surat
permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan

Unit Organisasi yang dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja

dengan tembusan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;

c) Apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyetujui maka

kemudian Pejabat Penilai Kinerja men5rusun surat penugasan

untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk
melaksanakan kinerl'a yang berada di Pimpinan Unit Organisasi

dituju.

d) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan

untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (ilustrasi

pada Gambar 27).
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Garnbar 27 . Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat lintas unit organisasi
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3. Pelaksaaaan Tugaa

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan
dalam tim kerja atau individu. Beberapa hal yang terkait dengan

pelaksanaan tugas dalam tim kerja adalah:

a. Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat

Fungsional dan pelaksana yang berasal dari satu unit organisasi

dan/atau lintas unit organisasi;

b. Bilamana diperlukan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat

melibatlan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasa-i dari lintas

Instansi Pemerintah;

c. Dalam tim kerja, pimpinan unit organisasi dapat menunjuk salah satu

pejabat fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim kerja berdasarkan

keahlian dan/atau keterampilan;

d. Pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas unit
organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional

atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal

dari Unit Organisasi pemilik kineq'a tersebut;

e. Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan pelalsana dalam

tim ke{a merupakan strategi dari Pimpinan Unit Orgalisasi.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana terdiri atas:

a. Pelal<salaal tugas dalam unit organisasi

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dilakukan Pejabat Fungsional

dan pelaksana secara individu ataupun dalam tim kerja. Pelaksanaan

tugas dalam unit organisasi secara individu dilalnrkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaEln tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana

secara individu, Pejabat Fungsional atau pelalsana melaksanakan

tugas sesuai dengan ketentuan butir kegiatan Jabatan Fungsional

masing-masing atau uraian tugas jabatan pelaksana yang

diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

2. Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas jabatan

pelaksala yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana

merupakan penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan

kinerja unit organisasi;



3. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelalsana
secara individu, Pejabat Fungsional atau pelaksana

memperhatikan:

i. arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

ii. target pencapaian kineq'a unit organisasi;

iii. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

Pejabat Fungsional atau pelaksana lain dalam unit organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dalam tim kerja dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

l) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim
ke{a dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan

keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/ atau

pelaksana dalam unit organisasi;

2l Tim ke{a melaksana}an tugas unit organisasi sesuai arahan dan

strategi Pimpinal Unit Organisasi;

3) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan

dan kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit

Organisasi untuk diputuskan dan/ atau ditindaklanjuti;

4\ Pimpinan Unit Organisasi memantau dal mengevaluasi secara

berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim keq'a sebagai bahan

input pengambiian keputusan dan pemberian arahan

pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja;

5) Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan

6) Koordinasi tim ke{a tersebut dilakukan pada tahap perencanaarl,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim

kerja.

b. Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit organisasi

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam tim kerja

lintas unit organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:



l) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim
ke{a lintas unit organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas

yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional

dan/ atau pelaksana lintas unit organisasi;

2) Tim kerl'a melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai

arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kine{a;

3) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan

dan kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinal Unit

Organisasi pemilik kineg'a untuk diputuskan dan/atau

ditindaklanjuti;

4) Dalam hai diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi

dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim
kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta

alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit

Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana dimaksud

berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi unit
organisasi masing-masing;

5) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melalsanakan tugasnya

berkoordinasi dengan Pejabat lajn atau tim keg'a lain; dan

6) Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim

keq'a.

c. Pelalsanaan tugas yarrg bersifat lintas Instansi Pemerintah

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam tim kerja

lintas Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim

kerja lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan

tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat

Fungsional dsan/atau pelaksana lintas Instansi Pemerintah;

2) Tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk unhrk

melaksanalan tugas dalam rangka mencapai target kinerja unit

organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana



fungsi atau untuk mendukung program strategis lintas Instansi
Pemerintah;

3) Tim kerja melalsanakal tugas lintas unit organisasi sesuai arahan

dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada

Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau arahan pimpinan

Instansi Pemerintah pelaksana fungsi;

4) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas

dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan

kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit

Organisasi pemilik kineq'a pada Instansi Pemerintah pelaksana

fungsi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

5) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi

atau lintas Instansi Pemerintah dalam menyelesaikan

permasalahan dan kendala dimaksud, tim kerja dapat

menyampaikan permasalahan dan kendala beserta alternatif

rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit Organisasi

atau pimpinaa Instansi Pemerintah dimana Pejabat Fungsional dan

pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan

tugas dan fungsi unit organisasi atau Instansi Pemerintah masing-

masing;

6) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanalan tugasnya

berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan

7) Koordinasi tim keq'a tersebut dilakukan pada tahap perenc€rnaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim

ke{a.

Pelaksanaan tugas dalam tim keg'a diperlukan adanya pembagian

tanggung jawab. Adapun pembagian tanggung jawab Pejabat Penilai

Kineq'a, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim adalah

sebagai berikut:

a. Tanggung jawab Pejabat Penilai Kineq'a meliputi:

l) menyusun dan menetapkan roadmnp d'an rencana kerja organisasi;

2) memastikan peiaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan

dengan strategi dan tujual organisasi;



3) memastikan kesiapaa dukungan infrastrulrhrr, tata kelola, dan

sumberdaya yang optimal;

4) memastikal pengambilan keputusan yarg tepat dan efektif; dan

5) memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelalsanaan tugas dan

fungsi antar unit organisasi.

b. Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:

1) menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

2) menyediakan duln-rngan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan;

3) memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas

pelaksanaan kegiatan;

4) memastikal kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar

tim; dan

5) melakukan monitoring dan evaluasi pelalsanaan tugas tim.

c. Tanggung jawab Ketua Tim meliputi:

1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

2) membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian,

dan/ atau keterampilan ;

3) melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

4) memberikan umpan ba-lik berkala kepada anggota tim;

5) melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai

kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersalgkutan sebagai

bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan

pelaksana; dan

6) melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar

anggota tim.

d. Tanggung jawab alggota tim meliputi:

1) menyusun rencana kerja individu;

2) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

3) melaporkan hasil kineq'anya kepada ketua tim.



4. Pertrrggu4Jayaban PelaLsanaaa Tugas

Terdapat dua macam pertanggunglawaban dalam pelaksanaan tugas
yaitu:

a. Pertanggungjawaban pelalsanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu

Dalam pelalsanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana secara

individu maka Pejabat Fungsional atau pelaksana melaporkan
pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

b. Pertanggungiawaban pelalsanaan tugas Pejabat Fungsional atau

pelaksana dalam tim kerja

l) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota

tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

2) Pejabat Fungsiona-l dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim
kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada

Pimpinan Unit Organisasi.

C. Traasformasl Manajemen

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi terdiri dari tiga tahap yaitu

penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dal penyesuaian

sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung

oprimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan bentuk dari

pelaksanaan transformasi manajemen. Penerapan transformasi manqjemen

secara efektif akan mewujudkan terciptanya pola kerja baru dalam organisasi

pemerintalran.

Selanjutnya agar optimal dalam penerapannya, maka pelaksanaan

penyesuaian sistem keda pada masing-masing instansi pemerintah dikawal,

dikendalikan dan didukung oleh tim transformasi manajemen. Peran tim

tralsformasi manajemen dalam pelaksanaErn penyesuaian sistem kerja

tersebut, meliputi:

1. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:

a. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;

b. penjaminan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

masing-masing Insta-nsi Pemerintah; dan



fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di tingkungan
masing-masing Instansi Pemerintah.

2. dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:

a. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit organisasi di
lingkungan masing-masing Intansi Pemerintah; dan

b. penyelarasan rencana strategi darr rencana kerja di lingkungan
masing-masing Instansi Pemerintah.

Tim transformasi manajemen dilaksanakan oleh unsur kesekretariatan
yang terdiri dari Pejabat yang Berwenang, Pejabat level tertinggi, Pejabat

Penilai Kinerja dan pimpinan unit yang bertanggungiawab atas sumber daya

manusia, pimpinan unit yang bertanggungjawab atas perencanaan kinerja
dan anggaran.

D. Contoh Penggaabaran Alur Mekanisme Kerja

Penggambaran alur mekanisme kerja merupakan penggambaran dari unit
organisasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi yang disesuaikan

dengan karakteristik organisasi.Penggambaran alur mekanisme kerja

digunakan sebagai acuan dalam menyesuaikan sistem keq'a yang

dilaksanakan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

1. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya

(Unit Organisasi derLgan 2 LeueL Struktur, Pejabat Pimpinan Tbrggi Madga

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

s eb ag ai Hmp inan U nit O rg ani.s a-s i)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat Level 1 yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,

dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana

pada struktur ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan Pejabat l*vel2 dalam struktur



ini berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada

unit organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya selaku Pejabat Penilai Kinerja menJrusun dan menetapkan

perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar

penentuan pembagian tanggungiawab 
. 
target kinerja bagr Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama. Sebagai tindak lanjut dari pembagian

penanggung jawab target kinerja, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas

rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menugaskan Pejabat

Fungsional dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Rekomendasi tersebut merupakan

hasil pertimbaagan atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan

Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi untuk
membantu menyelesaikan target kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama,

Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama merumuskan strategi

pelalsanaan pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan

pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Ke{a atau individu, penentuan

kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit
serta penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target

kinerja yang membutuhkan pelibatarl Pejabat Fungsional atau

pelaksana dari lintas unit organisasi harus meialui proses

pernohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit

organisasi. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar

24, Galrnbar 25, dan Ganbar 27.

Pada tahapan teralhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekerl'a secara individu maupun

tim kerja bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama men5rusun

rencana pelaksalaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target

kine{a.

b. Tahapan Pelal<sanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen5rusunan rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau



pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencalla pelaksanaal kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya- Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai per€rnnya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua piha-k yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target,

disampaikal kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu

atau ketua tim.

Tahapan Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

meninjau hasil pelaksanaal kegiatan. Hasil pelaksartaan kegiatan

yang telah sesuai dengan target disampaikal kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai

setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerima hasil pelaksanaan

kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yarrg

diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya (Unit Organisasi dengan 2 l-evel Strulrtur, Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat

diilustrasikal pada gambar 28.

c
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Gambar 28.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pimpinan Unit Organisasi)
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2. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh pejabat

Pimpinan Tinegi Madya

(Unit Organisasi dengan 2 Leuel Struktur, Pejabat Hmpinan Tinggi pratama

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Ilnit Organi.so.si)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat l*vel 2 yatni Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana

pada struktur ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Keputusan

kedudukan Pejabat Fungsional darr pelaksana berada dibawah Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan setelah mempertimbangkan beban

kerja dan rentang kendali Pejabat Level 1 sehingga pada unit organisasi

ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berperan sebagai Pejabat Penilai

Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme keq'a pada unit
organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya selaku Pejabat Penilai Kinerja menJrusun dal menetapkan

peq'anjian kinerja. Pe{anjian kinerja tersebut diguna}an sebagai

dasar penentuan pembagian talggungjawab target kine{a bagi Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama. Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

akan memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan

dan pencapaian target kineq'a bersama. Atas arahan tersebut

kemudian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merumuskan strategi

pencapaian target kinerjanya. Arahan dan ekspektasi target kineq'a

disampaikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat

Fungsional dan pelaksana dibawah koordinasinya.

Penyelesaian target kineq'a yang membutuhkan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain akan

melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana lintas unit. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam

Gambar 24, Getnbar 25, dan Gambar 27. Penyelesaian target kinerja

dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu ataupun tim

kerja sesuai arahan dan ekspektasi target kinerja Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama.



Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menentukan
perlu atau tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang

dilakukan oleh tim kerja. Pada tahapan terakhir dari proses

perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja

secara individu maupun tim ke{a bersama Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama men1rusun rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran

untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penlrusunan rincian

pelaksanaan kegiatal dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rincian pelaksalaal kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan darr

angg€rrurn yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelalsana sesuai perannya.

Pembeglan peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja.

Monitoring perkembangan dan pemberian umpzrn balik atas

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewalrtu-waktu

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Ketua Tim. Hasil

pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan

yang telah sesuai dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya untuk ditinjau. Pelaksanaal kegiataa dinyatakan selesai

setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerima hasil pelaksanaan

kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang

diharapkalnya.

c



Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yarg Dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya (Unit Organisasi dengan 2I*vel Struktur, Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan

Unit Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 29.
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Gambar 29.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

(Unit Orgadsasi dengan 2 Level Stru}tur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)



3. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama

(Unit Organisasi dengan 2 Leuel Struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Hmpinan

Unit Organisa.si)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat Level 1 yaitu Pejabat Pimpinal Tinggi Pratama,

dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksala

pada struktur ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat

Administrator yang merupakal Pejabat l-evel 2 dalam strukfur ini
berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit
organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a Tahapan Perencalaan

Tahapan Perencanaan dimr:lai dari Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama selaku Pejabat Penilai Kinerja menJrusun dan menetapkan

perjanjian kinerja. Perjaljian kinerja tersebut menjadi dasar

penentuan pembagtan tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat

Administrator. Sebagai tindak lanjut dari pembagian penanggung

jawab target kinerja, Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama atas

rekomendasi Pejabat Administrator menugaskan Pejabat Fungsional

dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat

Administrator. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pertimbangan

atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan

pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana dari lintas unit organisasi untuk membantu menyelesaikan

target kinerja Pejabat Administrator.

Pejabat Administrator merumuskan strategi pelaksanaan

pencapaian target kineda yang terdiri dari penentuan pelaksanaan

tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan

pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta

penentuan kebutuhan atas ketua tim, Penyelesaian target kinerja yang

membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas

unit organisasi harus melalui proses perrnohonan pelibatan Pejabat



Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan

pelibatan dijelaskan dalam Gambar 24, Gambar 25, dan Gambar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perencana€rn, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekeq'a secara individu maupun

tim kela bersama Pejabat Administrator men5rusun rencana

pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaal dimulai dari pen1rusun€rn rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dal anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengaa semua pihak yang terkait dengan

kegiatal tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijalaa, dan pelal<sanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

waktu oleh Pejabat Administrator dan/ atau ketua tim. Hasil

pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Pejabat Administrator oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai

dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan

kegiatan dan dinyatakal telah sesuai dengan target yarrg

diharapkannya.

c



Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 l*vet Struktur,

Pejabat Pimplnan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Pejabat Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat

diilustrasikan pada gambar 30.
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Gambar 30.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

(Unit Organisasi dengan 2 Leuel Struktur, Pejabat Hmpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator
sebagai Pimpinan Unit Organi.sasi
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4. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama

(Unit Organisasi dengan 2 Leuel Struktur, Pejabat Admini"strator sebagai
Peja.bat Penilai Kinerja dan Pimpinan tJnit Organisasi)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan pejabat

Fungsional dan pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat l,evel 2 yalni Pejabat Administrator, dengan kata
lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada

struktur ini adalah Pejabat Administrator. Keputusan kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada dibawah Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama dilakukan setelah mempertimbangkan beban kerja dan rentang

kendali Pejabat level 1 sehingga pada unit organisasi ini Pejabat

Administrator berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan

Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pirnpinan Tinggi

Pratama menJrusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Pe{anjian

kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagran

tanggungiawab target kinerja bagi Pejabat Administrator. Selanjutnya

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama alan memberikan arahan dal
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja

bersama. Atas arahan tersebut kemudian Pejabat Administrator

merumuskan strategi pencapaian target kinerl'anya. Arahan darr

ekspektasi target kinerja disampaikan Pejabat Administrator kepada

Pejabat Fungsional darr pelalsana dibawah koordinasinya.

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan petbatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain akan

melalui proses perrnohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana lintas unit. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam

Gambar 24, Gambar 25, dan Gambar 27. Penyelesaian target kine4'a

dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu ataupun tim

kerja sesuai ara.han dan ekspektasi target kinerja Pejabat

Administrator.



Selanjutnya Pejabat Administrator menentukan perlu atau

tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang dilalukan
oleh tim keda. Pada tahapan terakhir dari proses perenczrnaan, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun

tim ke{a bersama Pejabat Administrator menJrusun rencana

pelaksanaan kegiatan, dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahapal Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen5rusun€rn rincian

pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan

menguraikan kegiatan, dan anggaran yang telah disusun pada tahap

perencanaar oleh individu, tim kerja, atau ketua tim. Selanjutnya bagi

pelaksanaan kegiatan yarrg dilakukan oleh tim kerja dilakukan

pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran anggota tim
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.

Berdasarkal perannya, Pejabat Fungsional atau pelaksana

melaksanakan kegiatan.

Dalam melalsaaakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratam a danf atau Ketua Tim.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target,

disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu

atau ketua tim.

Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai

dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

untuk ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan

kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengal target yang

diharapkannya.

c



Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 2 l*vel Struktur,

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Pimpinan Unit

Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 31.
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Gambar 31 .

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
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5. Mekanisme Ke4'a pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama

(Untt Organisasi dengan 1 Leuel Struktur, JPT Praloma sebagai Pejabat

Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi 1 (satu) level strulrftr ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada dibawah dan bertalggung jawab

langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan kata lain

Pejabat Penilai Kine{a Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur
ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dikarenakal strukturnya

pada unit organisasi ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama juga berperan

sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi

ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat diuraikan

sebagai berikut:

a Tahap Perencanaan

Perencanaarr dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi

men5rusun dan menetapkan pedanjian kine4'a. Selanjutnya Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama memberikan arahan dan merumuskan

strategi pencapaian target kinerjanya. Arahan dan ekspektasi target

kinerja disampaikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat

Fungsional dan pelaksana dibawah koordinasinya.

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit organisasi lain akan

melalui proses perrnohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana lintas unit. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam

Gambar 24, Gatnbar 25, dan Gambar 27. Penyelesaian target kinerja

dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu ataupun tim

kerja sesuai arahan dan ekspektasi target kinerl'a Pejabat Pimpinan

Tingsi Pratama.

Selaljutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menentukarr

perlu atau tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang

dilakukan oleh tim kerja. Pada ta.Lapan terakhir dari proses

perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang beke{a

secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat Pimpinan Tinggi



Pratama menyusun rencana pelaksanaan kegiatal, dan anggaran

untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksa-naan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen5rusunan rincian

pelaksanaan kegiataa dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rincian pelaksalaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengal rencana pelaksanaan kegiatal dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkal kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanalcan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada ha-l-hal

tersebut saja.

Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-walrtu

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dal/atau Ketua Tim. Hasil

pelaksanaan kegiata-n yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan

dinyatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerima

hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target

yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan 1 l,evel Struktur,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 32.
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Gambar 32.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

(Unit Organisasi dengan I tevel Struktr:r, JPT Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
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6. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Administrator

(Unit Organisasi derqan 2 Leuel Struktur, Pejabat Adtninistrator sebogai

Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Hmpinan Unit

Organkasi)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

Iangsung kepada Pejabat Level 1 yaitu Pejabat Administrator, dengan kata

lain Pejabat Penilai Kinerl'a Pejabat Fungsional dan pelaksana pada

struktur ini adalah Pejabat Administrator. Pejabat Pengawas yang

merupakan Pejabat l,evel2 dalam struktur ini berperan sebagai Pimpinan

Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini dapat diuraikan
sebagai berikut:

a Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Administrator selaku

Pejabat Penilai Kinerja men5rusun dan menetapkan peq'anjian kine4'a.

Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar penentuan pembagian

tanggunglawab target kinery'a bagi Pejabat Pengawas. Sebagai tindak

lanjut dari pembagian penanggung jawab target kinerja, Pejabat

Administrator atas rekomendasi Pejabat Pengawas menugaskan

Pejabat Fungsional dal pelalsana untuk membantu pelaksanaan

tugas Pejabat Pengawas. Rekomendasi tersebut merupakan hasil

pertimbangan atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan

Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi untuk
membantu menyelesaikan target kinerja Pejabat Pengawas.

Pejabat Pengawas merumuskan strategi pelaksanaan

pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan

tugas dalam bentuk tim ke{a atau individu, penentuan kebutuhan

pelibatan Pejabat F\ngsional atau pelaksana lintas unit serta

penentuan kebutuhan atas ketua tim. Penyelesaian target kinerja yang

membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas

unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat



Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan

pelibatan dijelaskan dalam Gambar 24, Gambar 25, dan Garnbar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun

tim kerja bersama Pejabat Pengawas menlrusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahapar Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen5rusun€rn rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaral oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiataa

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran dilakukal berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengal

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau ketua tim. Hasil pelaksanaan

kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Pejabat Pengawas oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai

dengan target disampaikan kepada Pejabat Administrator untuk

ditinjau. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat

Administrator menerima hasit pelaksanaan kegiatan dal dinyatakan

telah sesuai dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Administrator (Unit Organisasi dengarr 2 l*vel Struktur, Pejabat

c



Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas

sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 33.
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Gambar 33.
Mekanisme Ke{a pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Administrator

(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan
Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit Organisasi)



7. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Administrator

(Unit Organisasi dengan 1 Leuel Struktur, Pejabat Administrator sebogai

Peja.bat Penilai Kinerja dan Hmpinan Unit Organisa.si)

Pada unit organisasi I (satu) level strukhrr ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dal pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat Levei 1 yaitu Pejabat Administrator, dengan kata

lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dal pelaksana pada

struktur ini adalah Pejabat Administrator. Mekanisme pengelolaan kine{a
mengikuti ketentuan peraturan perundalg-undangan yang mengatur

mengenai kinerja pegawai. Pejabat Administrator dalam struktur ini
berperan juga sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme keq'a pada

unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Administrator selaku

Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit Organisasi

men5rusun dan menetapkan perjanjial kinerja. Pejabat Administrator

akal memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian target

kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk

Tim Ke{a atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan

atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan

pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi

harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan pelibatan

dijelaskan dalam Gambar 24, Garr.ba.r 25, dan Garrrbar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekerl'a secara individu maupun

tim kerja bersama Pejabat Administrator menJ tsun rencana

pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian ta-rget kineq'a.

b. Tahap Peiaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian

pelaksanaan kegiatan dal alggaran oleh Pejabat Fungsiona-l atau



pelaksana. Penyusunal rincian pelalsanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peral dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengaa semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dal pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim. Hasil

pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan

kepada Pejabat Administrator oleh indMdu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau hasil

pelaksanaan kegiatal. Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai

dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau

tim kerja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan

dinyatakan selesai setelah Pejabat Administrator menerima hasil

pelaksanaal kegiatan dan dinyatakan teiah sesuai dengal

ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Administrator (Unit Organisasi dengan I l,evel Struktur, Pejabat

Administrator sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Pimpinal Unit

Organisasi) dapat diilustrasikan pada ganl.}a: 34-
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Gambar 32.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Administrator

(Unit Organisasi dengan I Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
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8. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Pengawas

(Unit Organisasi dengan 1 Leuel Struktur, Pejabat Pengawas sebagai

Pejabat Penilai Kinerja dan Hmpinan Unit Organi-sasi)

Pada unit organisasi 1 (satu) level struktur ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat Level 1 yaitu Pejabat Pengawas, dengan kata lain

Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksala pada struktur
ini adalah Pejabat Pengawas. Mekanisme pengelolaan kineq'a mengikuti

ketentual peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

kinerja pegawai. Pejabat Pengawas dalam strukh-rr ini berperan juga

sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi

ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat diuraikal
sebagai berikut:

a Tahap Perencanaan

Tahapal Perencanaan dimulai dari Pejabat Pengawas selaku

Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit Organisasi

men5rusun dan menetapkan perjaljian kine{a. Pejabat Pengawas akan

memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian target

kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk

Tim Kery'a atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan

atas Ketua Tim. Penyelesaian target kineq'a yang membutuhkan

pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi

harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan pelibatan

dijelaskan dalam Gambar 24, Gambar 25, dan Gambar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanazrn, Pejabat

Fungsional dal pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun

tim kerja bersama Pejabat Pengawas menyusun rencana peiaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaiar target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penJrusunan rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggara.n oleh Pejabat Fungsional atau



pelaksana. Penyusunan rinciaa pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengal rencana pelaksanaan kegiatan dan

Ernggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hat

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpal balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewal<tu-

waktu oleh Pejabat Pengawas dan/ atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan

kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Pejabat Pengawas oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau hasil

pelalsanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai

dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada individu atau

tim kerja untuk disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan

dinyatakan selesai setelah Pejabat Pengawas menerima hasil

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Organisasi yang

Dipimpin oleh Pejabat Pengawas (Unit Organisasi dengan I l,evel Struktur,

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kine{a dan Pimpinan Unit

Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 35.
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Gambar 33.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas

(Unit Organisasi dengan I level Struktur, Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
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9. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Fungsional

(Unit Organisasi dengan 1 l,euel Struktur, Pejabat FungsionaL sebagai

Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisa.si)

Pada unit organisasi 1 (satu) level struktur ini, kedudukan Pejabat

Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Pejabat Level 1 yaitu Pejabat Fungsional yang memimpin

unit organisasi, dengan kata lain Pejabat Penilai Kineda Pejabat

Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Pejabat Fungsional.

Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi dalam struktur ini
berperan juga sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme ke4'a pada

unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat

diuraikan sebagai berikut:

a Tahap Perencalaal

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Fungsional yang

memimpin unit organisasi selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus

selaku Pimpinan Unit Organisasi menlrusun dan menetapkan

pedanjian kinerja. Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi

akan memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian target

kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk

Tim Ke{a atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan

atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan

pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi

harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan pelibatan

dijelaskan dalam Gambar 24, Gambar 25, dan Garnbar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dal pelalsana baik yang bekerja secara individu maupun

tim kerja bersama Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi

men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk

pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksalaan dimulai dari penJrusunan rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau



pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai per€rnnya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanalan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

walctu oleh Pejabat Ftngsional yang memimpin unit organisasi

dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai

dengan target, disampaikan kepada Pejabat Fungsional yang

memimpin unit organisasi oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Fungsional yalg memimpin unit

organisasi meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan

kegiatan yang tidak sesuai dengan target ataupun ekspektasi

dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk disesuaikan

kembali. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat

Fungsional yang memimpin unit organisasi menerima hasil

pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

ekspektasinya.

Mekaaisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat

Fungsional (Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Fungsional

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi) dapat

diilustrasikan pada gambar 36.
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Gambar 34.
Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Fungsional

(Unit Organisasi dengan I L,evel Struktur, Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
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10. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten

(Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah

sebagai Pimpinan Unit Organisosi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten dengan struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan

pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Pejabat Level I yaitu Sekretaris Daerah, dengan kata lain Pejabat Penilai

Kinerja Pejabat Fungsional dan pelalsana pada struktur ini adalah

Sekretaris Daerah. Asisten Daerah yang merupakan Pejabat I*vel 2

dalarn struktur ini berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi.

Mekanisme kerja pada unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan

pada gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah selaku

Pejabat Penilai Kinerja menJrusun dan menetapkan peq'anjian kinerja.

Peq'anjian kineq'a tersebut menjadi dasar penentuan pembagian

tanggungiawab target kine{a bagi Asisten Daera}r. Sebagai tindak

lanjut dari pembagian penanggung jawab target kine{a, Sekretaris

Daerah atas rekomendasi Sekretaris Daerah menugaskan Pejabat

Fungsional dal pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas

Asisten Daerah. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pertimbangan

atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan

pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana dari lintas unit organisasi untuk membantu menyelesaikan

target kinerja Asisten Daerah.

Asisten Daerah merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian

target kine{a yang terdiri dari penentuan pelaksaaaan lugas dalam

bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan

kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja yang

membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas

unit organisasi han:s melalui proses pefinohonan pelibatan Pejabat

Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses permohonan

pelibatan dijelaskan dalam Gambar 24, Gambar 25, dan Gambar 27.



Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun

tim ke{a bersama Asisten Daerah men5rusun renc€ura pelaksanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen1rusunan rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau

pelalsana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengal rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau peiaksana sesuai perannya.
p.mbagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan.

Dalam melaksalakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewafttu-

waktu oleh Asisten Daerah dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan

kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Asisten Daerah oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Asisten Daerah Pratama meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai

dengan target disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditinjau.

Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah

menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai

dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten (Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat

diilustrasikan pada gambar 37-
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Gambar 35.
Mekanisme Ke{a pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

(Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi)
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1 l. Mekanisme Ke{a pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daera}r

Kabupaten

(Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian

sebagai Pimptrwn Unit Organisasi)

Pada unit orgalisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten dengan struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan

pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Pejabat \*vel 2 yaitu Asisten Daerah, dengan kata lain Pejabat Penilai

Kineq'a Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah

Asisten Daerah. Kepala Bagian yang merupakan Pejabat l,evel 3 dalam

strukur ini berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme

kerja pada unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar

diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaaa dimulai dari Sekretaris Daerah yang

men5rusun dan menetapkan pe{anjian kinerja. Perjanjian kinerja

tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten Daerah sebagai

penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten

Daerah selaku Pe{abat Penilai Kine{a berdasarkan pe{anjian kinerja

yang telah ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah akan

membagi dan menunjuk Kepala Bagian sebagai penanggung

jawab atas target kinerja tertentu. Sebagai tindak lanjut dari

pembagiaa penanggung jawab target kinerja, Asisten Daerah atas

rekomendasi Kepala Bagian menugaskan Pejabat Fungsional dal
pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Bagian.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pertimbangan atas

kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan

pelaksana, serta kebutuhal pelibatan Pejabat Fungsional atau

pelaksana dari lintas unit organisasi untuk membantu menyelesaikan

target kinerja Kepaia Bagran.

Kepala Bagial merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian

target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas

dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan

pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta

penentuan kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kinerja



yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari

lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit orgarrisasi. Proses

permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 24, Gatnbar 25, dan

Ganrbar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perenc€rnaar, Pejabat Fungsional

dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun tim kerja

bersama Kepala Bagran menyusun rencana pelaksanaaa kegiataa

dan anggaral untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelatsanaan dimulai dari pen3rusunErn rincian
pelaksanaan kegiatal dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencara pelaksanaan kegiatal dan

anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peral dilakukal berdasarkan kompetensi, keahlian

dal / atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijalan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu-

waktu oleh Kepala Bagran dan/ atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan

kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Kepa-la Bagran oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasil

pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah

sesuai dengan target disampaikan kepada Asisten Daerah untuk

ditinjau. Hasil pelalsanaan kegiatan yang sesuai dengan target

ataupun ekspektasi disampaikan dan ditinjau oleh Sekretaris Daerah.

Pelaksanaal kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah

c



menerima hasil pelaksanaan kegiata-n dan dinyatakan telah sesuai

dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten (Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kineda dan Kepala

Bagran sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan pada

gambar 38.
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Gambar 36.
pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
t Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi)

Mekanisme Ke{a
(Asisten Daerah sebagai Pejaba
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12. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah pemerintah Daerah
Kabupaten

(Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Hmpinan Unit
Organi.s,asi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah pemerintah Daerah

Kabupaten dengan struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan
pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Pejabat Level 3 yaitu Kepala Bagran, dengan kata lain Pejabat penilai

Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah

Kepala Bagian. Kepala Bagian yang merupakan Pejabat Level 3 juga

berperal sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit
organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat

diuraikan sebagai berikut:

a Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah yang

menyusun dan menetapkan pe{anjian kinerja. Perjanjian kinerja

tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten Daerah sebagai

penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten

Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan

dibagi oleh Sekretaris Daerah akan membagi dan menunjuk Kepala

Bagian sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu.

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian

target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam

bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan

kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian target kine{a yang

membutuhkan pelibatal Pejabat Fungsional atau pelal<sana dari

lintas unit organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan

Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Froses

permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 24, Gambar 25, dan

Ganbar 27.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat

Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun



tim ke{a bersama Kepala Bagian men5rusun rencana pela}sanaan

kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelalcsanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari pen5rusunan rincian

pelaksanaal kegiatan dan anggaral oleh Pejabat Fungsional atau

pelaksana. Penyusunan rilcian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dal
anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian

dan/ atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau

pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan

kegiatal tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data,

kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal

tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewakru-

wal<tu oleh Kepala Bagran dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan

kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada

Kepala bagian oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagran meninjau hasil pelaksanaan

kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yalg telah sesuai dengal

target disampaikan kepada Asisten Daerah untuk ditinjau. Hasil

pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target ataupun ekspektasi

disampaikan dal ditinjau oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan

kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah menerima

hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan

target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah

Kabupaten (Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerl'a dan Pimpinan

Unit Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 39.
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Gambar 37.
Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

(Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)

I



BAB III
PEITUTUP

Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan

penyesuaian sistem kerja merupakan tahapan terakhir. Penyesuaial sistem

ke{a dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan

proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Dengan adanya penyesuaian sistem kerja tersebut diharapkan pelaksanaan

tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan dalam suatu sistem keq'a

dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan keterampilaa. Perbaikan dan

pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keluasaan

pada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja.

Oleh karena itu, penyesuaian sistem kerja ini merupakan faldor penentu

bagi keberhasilan pelaksalaan penyederhanaan birokrasi. Peraturan Menteri ini

digunakan sebagai acuan bagi penyesuaian sistem kerja yang dilaksanakan di

instansi pusat maupun instansi daerah.
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